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PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 11 TAHUN 2017 

TENTANG 

PEMANFAATAN GAS BUMI UNTUK PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemanfaatan gas 

bumi dalam bauran energi untuk pembangkit tenaga 

listrik dan menjamin ketersediaan pasokan gas bumi 

dengan harga yang wajar dan kompetitif untuk sektor 

ketenagalistrikan, perlu mengatur pemanfaatan gas bumi 

untuk pembangkit tenaga listrik; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang 

Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pembangkit Tenaga 

Listrik; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak 

dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2001 Nomor 4152, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4152); 

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang 

Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5052); 
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang 

Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik 

Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 

Nomor 34); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang 

Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu 

Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5047); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang 

Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 

tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4996); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang 

Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemeritah Nomor 14 Tahun 2012 tentang 

Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, 
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5530); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang 

Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5609); 

8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas 

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289); 

9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 19 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Gas Bumi 

Melalui Pipa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 274); 

10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 06 Tahun 2016 tentang Ketentuan dan Tata Cara 

Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas 

Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 316); 

11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA 

MINERAL TENTANG PEMANFAATAN GAS BUMI UNTUK 

PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon 

yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer 

berupa fasa gas bumi yang diperoleh dari proses 

penambangan minyak dan gas bumi. 

2. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang selanjutnya 

disebut PT PLN (Persero) adalah badan usaha milik 

negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk 

Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi 

Perusahaan Perseroan (Persero). 

3. Kontraktor adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap 

yang ditetapkan untuk melaksanakan eksplorasi dan 

eksploitasi pada suatu wilayah kerja berdasarkan 

kontrak kerja sama dengan satuan kerja khusus 

pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. 

4. Kontrak Kerja Sama adalah kontrak bagi hasil atau 

bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan 

eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan 

negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar 

kemakmuran rakyat. 

5. Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Gas Bumi 

adalah badan usaha pemegang izin usaha niaga Gas 

Bumi yang melaksanakan niaga Gas Bumi pada wilayah 

niaga tertentu dengan tujuan memperoleh keuntungan 

atau laba. 

6. Badan Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik adalah 

perusahaan produsen tenaga listrik, selain PT PLN 

(Persero) yang melakukan perjanjian jual beli tenaga 

listrik dengan PT PLN (Persero). 
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7. Liquefied Natural Gas yang selanjutnya disingkat LNG 

adalah Gas Bumi yang terutama terdiri dari metana yang 

dicairkan pada suhu yang sangat rendah (sekitar minus 

1600 C) dan dipertahankan dalam keadaan cair untuk 

mempermudah transportasi dan penimbunan. 

8. Compressed Natural Gas yang selanjutnya disingkat CNG  

adalah bahan bakar Gas Bumi yang berasal dari Gas 

Bumi dengan unsur utamanya metana (C1) yang telah 

dimampatkan dan dipertahankan serta disimpan pada 

bejana bertekanan khusus untuk mempermudah 

transportasi dan penimbunan. 

9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral. 

10. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu 

Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut SKK 

Migas adalah pelaksana penyelenggaraan pengelolaan 

kegiatan usaha hulu di bidang minyak dan Gas Bumi 

berdasarkan Kontrak Kerja Sama di bawah pembinaan, 

koordinasi, dan pengawasan Menteri. 

 

Pasal 2 

Peraturan Menteri ini mengatur ketentuan mengenai 

pemanfaatan Gas Bumi untuk pembangkit tenaga listrik milik 

PT PLN (Persero) maupun Badan Usaha Pembangkitan Tenaga 

Listrik pada sistem tenaga listrik. 

 

BAB II 

ALOKASI GAS BUMI UNTUK PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK 

 

Pasal 3 

(1) Alokasi dan pemanfaatan Gas Bumi untuk pembangkit 

tenaga listrik ditetapkan sebagai upaya pemenuhan 

penyediaan tenaga listrik dalam negeri. 

(2) Alokasi Gas Bumi untuk pembangkit tenaga listrik dapat 

ditujukan langsung kepada PT PLN (Persero) atau Badan 

Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik. 
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